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WALIKOTA TASIKMALAYA 

 
 PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA 

 
NOMOR 40 TAHUN 2010 

 
TENTANG 

 
PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008-2012   
UNTUK TAHUN 2010-2012 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA TASIKMALAYA, 

 
Menimbang : a. bahwa agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2012 mencapai sasaran 
fungsional secara efektif dan efisien, maka dipandang perlu 
menyusun dokumen Indikator Kinerja Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 
2008-2012 untuk Tahun 2010-2012 yang dituangkan dalam 
Peraturan Walikota. 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan 

Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4117); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,  Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana  Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 
2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran 
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2006 Nomor 70); 

7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota 
Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 
Nomor 83); 

8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor  8 Tahun 2008 tentang  
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 88); 

9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor  9 Tahun 2008 tentang  
Rencana Pembanguan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 
2008 Nomor 89); 

10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93); 

11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor  15 Tahun 2008 
tentang  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 
Tasikmalaya Tahun 2008-2012 (Lembaran Daerah Kota 
Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 96); 

12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2010 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya 
Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 
2010 Nomor 114). 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG  PENYUSUNAN  INDIKATOR 

KINERJA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 
DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008-2012 UNTUK TAHUN 
2010-2012. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah 

sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.  
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya. 
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD 

adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Kota Tasikmalaya. 
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5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. 

6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kota Tasikmalaya. 

7. Indikator Kinerja RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2012 
yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja adalah Indikator 
Sasaran RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2008-2012 yang 
merupakan penjabaran dari RPJMD yang menjadi acuan dalam 
penyusunan rencana kegiatan OPD untuk tahun 2010-2012. 

8. Indikator Sasaran adalah ukuran kuantitatif atau kualitatif yang 
menggambarkan tingkatan pencapaian program yang telah 
ditetapkan. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJMD adalah merupakan penjabaran dan 
Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih selama 5 (Lima) 
Tahun masa jabatannya yang isinya memuat arah kebijakan 
Keuangan Daerah strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan 
Umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas 
Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan 
disertai dengan Rencana Kerja dalam kerangka regulasi dan 
kerangka pendanaan yang bersifat Indikatif.  

10. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disebut Renja-OPD adalah rencana pembangunan tahunan OPD 
yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 
(satu) tahun.  

11. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disebut Renstra OPD adalah dokumen perencanaan 
OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, 
strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang 
disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman 
pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. 

 
BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 
 

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah sebagai 
pedoman dalam menetapkan Indikator Kinerja. 

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk 
menentukan Indikator Sasaran  yang meliputi uraian, indikator, 
satuan dan target. 

 
BAB III 

PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA  
 

Pasal 3 
 

(1) Indikator Kinerja merupakan alat ukur dalam mencapai misi 
RPJMD, yaitu sebagai berikut : 
a. Mewujudkan kesedarajatan hukum; 
b. Mewujudkan kesederajatan ekonomi; dan 
c. Mewujudkan kesederajatan sosial dan budaya 
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(2) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
dari : 
a. Indikator Tujuan; 
b. Indikator Sasaran; 
c. Indikator Strategi; 
d. Indikator Kebijakan; dan  
e. Indikator Program. 

(3) Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya 
meliputi Indikator Sasaran untuk tahun 2010-2012. 

 
Pasal 4 

 
(1) Dalam menyusun Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan melalui langkah-langkah 
sebagai berikut : 
a. Kepala OPD melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja 

pelaksanaan rencana pembangunan; 
b. Kepala Badan menghimpun dan menganalisis serta 

mengevaluasi hasil pemantauan dan evaluasi kinerja 
pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing 
OPD; 

c. Kepala Badan bersama-sama dengan Kepala OPD 
melakukan penelaahan terhadap rancangan akhir Indikator 
Kinerja untuk menentukan kesesuaian antar RPJMD, Renstra 
OPD serta tugas pokok dan fungsi OPD; dan 

d. Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf c 
ditetapkan sebagai Indikator Kinerja. 

(2) Uraian Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 
BAB IV 

FUNGSI INDIKATOR KINERJA RPJMD 
 

Pasal 5 
 

Indikator Kinerja berfungsi sebagai : 
a. Pedoman penyusunan Renja-OPD; 
b. Pedoman dalam pelaksanaan evaluasi kinerja pemerintah 

daerah; 
c. Perwujudan sinergitas pelaksanaan pembangunan Daerah antar 

OPD; 
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BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 6 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam 
Berita Daerah Kota Tasikmalaya. 
 

Ditetapkan di  Tasikmalaya 
pada tanggal  30 Desember 2010                     

WALIKOTA TASIKMALAYA, 
 

Ttd. 
 

H. SYARIF HIDAYAT 
Diundangkan di Tasikmalaya 
pada tanggal  30 Desember 2010                
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, 

 
Ttd. 

 
H. TIO INDRA SETIADI 

 
BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN   2010 NOMOR 400 

 



I. : MEWUJUDKAN KESEDERAJATAN HUKUM 

2010 2011 2012

4

1. 1. dokumen 4 4 4 1. 1. 1. Pelayanan administrasi 
perkantoran

2. Peningkatan sarana dan 
prasarana aparatur

3. Peningkatan disiplin aparatur

4. Fasilitasi pindah/purna tugas 
PNS

5. Peningkatan pengembangan 
sistem pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan

6. Peningkatan fasilitas pendukung 
kerja pemerintahan

2. Jumlah SPM yang 
ditetapkan

standar -              5 6 7. Pengembangan Akuntabilitas 
Penyelenggaraan Pemerintahan

8. Perbaikan sistem administrasi 
kearsipan

9. Penyelamatan dan pelestarian 
dokumen/arsip daerah

10. Pemeliharaan rutin/berkala 
sarana dan prasarana kearsipan

2. Peningkatan kapasitas 
kelembagaan

1. Peningkatan kapasitas 
kelembagaan dan 
ketatalaksanaan pemerintah 
daerah

2. Peningkatan Kapasitas 
Lembaga Perwakilan Rakyat 
Daerah

3. Peningkatan kualitas 
aparatur

1. Pendidikan kedinasan

2. Pembinaan dan pengembangan 
aparatur

3. Peningkatan Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur

3. opini WDP WTP WTP 2. 1. 1. Perencanaan Pembangunan 
Daerah

TUJUAN

Membangun sistem 
pemerintahan yang 
terbuka, jujur, adil 
dan demokratis 

Tersusunnya 
standarisasi 
pengukuran 
pencapaian kinerja 
pemerintah dan 
indeks kepuasan 
masyarakat

Terbangunnya 
sistem pemerintahan 
yang disandarkan 
pada pencapaian 
kinerja, terbuka, 
jujur, adil, demokratis 
dan berpihak kepada 
rakyat

Terbangunnya 
sistem pengelolaan 
k

STRATEGI

SASARAN

Satuan 

1

PROGRAMKEBIJAKAN

2 3

Uraian Sasaran Indikator Sasaran

Peningkatan 
perencanaan 

b d h

5

pelaporan pelaksanaan 
kegiatan pembangunan

Peningkatan kualitas 
perencanaan 

b d h

Peningkatan kapasitas 
sistem kelembagaan 
dan kualitas aparatur  

6

Peningkatan 
administrasi 
perkantoran yang tertib 
dan akuntabel  

7

Opini bagi laporan 
keuangan pemerintah 
d h

INDIKATOR KINERJA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2008-2012 UNTUK TAHUN 2010-2012

MISI - 1

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
                                                                                                                                    NOMOR :
                                                                                                                                    TANGGAL

8

Target



2010 2011 2012

4

TUJUAN STRATEGI

SASARAN

Satuan 

1

PROGRAMKEBIJAKAN

2 3

Uraian Sasaran Indikator Sasaran

5 6 7 8

Target

2. Perencanaan pembangunan 
ekonomi

3. Perencanaan sosial budaya

4. Perencanaan prasarana wilayah 
dan sumber daya alam

5. Peningkatan kapasitas 
kelembagaan perencanaan 
pembangunan daerah

6. Pengembangan Data / 
Informasi/ Statistik daerah

7. Perencanaan pembangunan 
daerah rawan bencana

8. Kerjasama pembangunan
 2. Pengembangan wilayah 1. Pengembangan wilayah 

perbatasan
2. Perencanaan pengembangan 

wilayah strategis dan cepat 
tumbuh

3. Perencanaan pengembangan 
kota-kota menengah dan besar

4. Peningkatan kerjasama antar 
pemerintah daerah

 3. Pengelolaan keuangan 
daerah yang akuntabel

1. Peningkatan dan 
Pengembangan Pengelolaan 
Keuangan Daerah

keuangan yang 
terbuka dan jujur 
yang diorientasikan 
untuk memberikan 
pelayanan secara 
optimal kepada 
masyarakat

pembangunan daerah 
yang partisipatif

pembangunan daerah 
partisipatif dan 
pengelolaan keuangan 
daerah yang akuntabel

daerah



2010 2011 2012

4

TUJUAN STRATEGI

SASARAN

Satuan 

1

PROGRAMKEBIJAKAN

2 3

Uraian Sasaran Indikator Sasaran

5 6 7 8

Target

2. Pembinaan dan fasilitasi 
pengelolaan keuangan

4. 1. Adanya standar 
pelayanan publik

unit layanan 2 2 2  3. Peningkatan kualitas 
pelayanan publik

 1. Pembentukan dan 
peningkatan kualitas 
lembaga layanan publik  

1. Peningkatan Pelayanan 
Kedinasan Kepala Daerah / 
Wakil Kepala Daerah

2. unit layanan 2 2 2 2. Intensifikasi penanganan 
pengaduan masyarakat

3. Pembentukan lembaga-lembaga 
pelayanan publik

4. Pengembangan fasilitasi dan 
penyelenggaraan pemerintahan

5. Peningkatan pelayanan perijinan

 4.  1. Menjadikan lembaga 
pengawas yang 
profesional dan 
independen

1. Peningkatan sistem 
pengawasan internal dan 
pengendalian pelaksanaan 
kebijakan KDH

2. Peningkatan profesionalisme 
tenaga pemeriksa dan aparatur 
pengawasan

3. Penataan dan penyempurnaan  
kebijakan sistem dan prosedur 
pengawasan

 2. 1. Optimalisasi pemanfaatan 
teknologi informasi

2. Pengkajian dan penelitian 
bidang komunikasi dan informasi

3. Pengembangan data/ informasi

4. Kerjasama Informasi dan Media 
Massa

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan 
Informasi

Jumlah SKPD yang 
menerapkan Indeks 
Kepuasan Konsumen

Peningkatan 
pengawasan aparatur 
dan keterbukaan 
informasi

Pengembangan dan 
keterbukaan 
komunikasi/informasi

Terwujudnya 
reformasi birokrasi 
yang mengarah pada 
peningkatan kualitas 
penyelenggaraan 
pemerintahan dan 
pelayanan publik



2010 2011 2012

4

TUJUAN STRATEGI

SASARAN

Satuan 

1

PROGRAMKEBIJAKAN

2 3

Uraian Sasaran Indikator Sasaran

5 6 7 8

Target

6. Fasilitasi peningkatan SDM 
bidang komunikasi dan informasi

7. Pengembangan Komunikasi,  
Informasi Dan Media Masa

2. Menegakan 
supremasi hukum

5. produk hukum daerah 
yang sesuai dengan 
peraturan perundang-
undangan di atasnya

% 100,00 100,00 100,00  1. Penegakan dan 
kepastian hukum

 1. Menyusun produk 
hukum daerah yang 
adaptif dan aspiratif

1. Penataan peraturan perundang-
undangan

 2. Perlakuan dan 
perlindungan hukum 
yang tidak diskriminatif

1. Perlakuan dan perlindungan 
hukum yang tidak diskriminatif

6. Tegaknya hukum 
secara tidak 
diskriminatif

intensitas penegakan 
produk hukum daerah

kali 30 21 15 3. Perlindungan anak dan 
kesetaraan gender

1. Penguatan kelembagaan 
pengarusutamaan gender dan 
anak

7. Peran serta perempuan 
dalam pembangunan

 %           100           100             100 2. Keserasian kebijakan 
peningkatan kualitas Anak dan 
Perempuan

3. Peningkatan peran serta dan 
kesetaraan gender dalam 
pembangunan

4. Peningkatan kualitas hidup dan 
perlindungan perempuan

 4. 1. Pengembangan wawasan 
kebangsaan

2. Kemitraan pengembangan 
wawasan kebangsaan

3. Pendidikan Politik Masyarakat

4. Sosialisasi peraturan perundang-
undangan

Terjaminnya hak-hak 
masyarakat secara 
umum tanpa 
membedakan gender 
untuk berpartisipasi 
dalam proses 
pembangunan dan 
politik

Meningkatkan 
pemahaman dan 
perilaku taat hukum

Terbangunnya 
sistem hukum yang 
komprehensif, 
integrated dan 
sistemik melalui 
program legislasi 
daerah



2010 2011 2012

4

TUJUAN STRATEGI

SASARAN

Satuan 

1

PROGRAMKEBIJAKAN

2 3

Uraian Sasaran Indikator Sasaran

5 6 7 8

Target

3. 8. intensitas fasilitasi 
pembinaan kerukunan 
hidup

kali 48 48 48  1. Peningkatan 
keamanan dan 
ketertiban daerah

 1. Meningkatkan 
kerukunan umat 
beragama

1. Peningkatan toleransi dan 
kerukunan dalam kehidupan 
beragama

2. 1. Peningkatan pemberantasan 
penyakit masyarakat (Pekat)

2. Peningkatan Keamanan dan 
Kenyamanan Lingkungan

3. Pemeliharaan kantrantibmas 
dan pencegahan tindak kriminal

4. Pemberdayaan masyarakat 
untuk menjaga ketertiban dan 
keamanan

Mewujudkan 
kondisi daerah yang 
aman, tertib dan 
damai Meningkatkan 

keamanan dan 
ketertiban lingkungan

Terciptanya kondisi 
masyarakat yang 
toleran, seimbang, 
rukun dan islami



II. : MEWUJUDKAN KESEDERAJATAN EKONOMI

2010 2011 2012

4

1. 1. 1. kegiatan 3 3 3  1.  1. 1. Peningkatan Efisiensi 
Perdagangan Dalam Negeri

2. Peningkatan kapasitas iptek 
sistem produksi

2. PDRB atas dasar harga 
berlaku

Rupiah   8.391.256    9.062.556    9.787.560 3. Peningkatan kemampuan 
teknologi industri

3. Indeks daya beli indeks  63.5  63,95  64,41 4. Penataan struktur industri

4. daya beli masyarakat Rp      570.000       581.500       585.450 5. Peningkatan dan 
Pengembangan Ekspor

2. 1. sentra 4                  -                  - 6. Peningkatan kerjasama 
perdagangan internasional

7. Pengembangan sentra-sentra 
industri potensial

2. kegiatan 3 3 3 8. Peningkatan Fasilitas 
Pelayanan Pasar

9. Peningkatan Promosi Potensi

2

Peningkatan laju 
pertumbuhan 
ekonomi

1

Satuan 
PROGRAMTarget KEBIJAKANSTRATEGI

876

fasilitasi pembinaan dan 
pengembangan usaha 
masyarakat

Terwujudnya 
pemberian jaminan 
hukum yang layak 
dan proporsional 
terhadap para 
pengusaha sektor 
informal

Meningkatkan 
pertumbuhan dan 
pemerataan 
ekonomi

MISI - 2

TUJUAN

3

SASARAN

Usaha perdagangan dan 
sentra industri potensial

Fasilitasi kesadaran 
akan hak dan kewajiban 
konsumen dan pelaku 

Terwujudnya 
optimalisasi sentra 
industri kecil dan 
menengah sebagai 
aset wisata home 
industri

5

Uraian Sasaran Indikator Sasaran

Peningkatan usaha di 
bidang perdagangan 
dan perindustrian

9. Peningkatan Promosi Potensi 
Industri Daerah

3. Fasilitasi kualitas dan 
koordinasi lembaga 
koperasi dan perbankan

koperasi 127 130 133 10. Perlindungan konsumen dan 
pengamanan perdagangan

4. Peningkatan investasi persentase 20 20 20 2. 1. Peningkatan kualitas 
kelembagaan koperasi

2. Peningkatan Koordinasi 
Dengan Lembaga Keuangan / 
Perbankan

 3. 1. Peningkatan promosi dan 
kerjasama investasi

2. Peningkatan iklim investasi dan 
realisasi investasi

3. Penyiapan potensi 
sumberdaya, sarana dan 
prasarana daerah

p
usaha

Penguatan koperasi 
dan lembaga 
keuangan/perbankan

Peningkatan dan 
kepastian iklim 
investasi  



2010 2011 2012

421

Satuan 
PROGRAMTarget KEBIJAKANSTRATEGI

876

TUJUAN

3

SASARAN

5

Uraian Sasaran Indikator Sasaran

3. fasilitasi peningkatan 
kapasitas lembaga 
ekonomi kecil dan 
menengah

kegiatan 6 4 4 2. Pemerataan ekonomi 1. Pengembangan usaha 
mikro, kecil dan 
menengah 

1. Pengembangan 
Kewirausahaan dan 
Keunggulan Kompetitif Usaha 
Kecil Menengah

2. Pengembangan Sistem 
Pendukung Usaha Bagi Usaha 
Mikro Kecil Menengah

3. Pembinaan pedagang kaki lima

4. fasilitasi permodalan kegiatan 3 1 1 4. Pengembangan lembaga 
ekonomi pedesaan

5. Peningkatan kesejahteraan 
ekonomi masyarakat

6. Peningkatan industri kecil dan 
menengah

7. Pengembangan industri kecil 
dan menengah

Terwujudnya 
optimalisasi kredit 
lunak untuk usaha 
kecil dan menengah 
guna menunjang 
keberlangsungan 
dan kemajuan 
ekonomi rakyat

Terwujudnya 
pengelolaan yang 
optimal dan 
profesional dalam 
pengembangan 
usaha kecil dan 
menengah sebagai 
aset potensi 
ekonomi rakyat

g

5. 1. Pengembangan 
Pertanian terpadu dan 
Ketahanan Pangan 
Daerah

kegiatan 1 1 1  2. 1. Peningkatan ketahanan pangan

2. Berkembangnya Usaha 
Agribisnis Pedesaan 
Gapoktan melalui 
Batuan Modal

Gapoktan 13 14 15 2. Peningkatan kesejahteraan 
petani

3. Meningkatnya Agribisnis 
tanaman perkebunan

kelompok 2 2 2 3. Peningkatan pengolahan dan 
pemasaran hasil 
pertanian/kehutanan/perikanan

4. Pengolahan Produk asal 
pertanian, perikanan dan 
kehutanan

unit 4 4 4 4. Peningkatan penerapan 
teknologi 
pertanian/kehutanan/perikanan

5. sentra Perbibitan Sapi 
Potong dan sentra 
produksi bibit domba

sentra 3 3 3 5. Peningkatan produksi 
pertanian/kehutanan/perikanan

6. Pengembangan 
kawasan budidaya 
perikanan

kawasan 5 6 8 6. Pengembangan agribisnis 
pertanian/kehutanan/perikanan

Peningkatan 
kesejahteraan petani 
dan ketahanan pangan 
daerah 

Terwujudnya 
pengembangan 
kawasan pertanian 
terpadu 
berwawasan 
lingkungan yang 
bertumpu pada 
potensi sumberdaya 
lokal (community-
based resources 
management / 
CBRM)
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7. Terehabilitasinya Hutan 
dan Lahan

kegiatan 1 1 1 7. Pencegahan dan 
penanggulangan penyakit 
ternak/ikan/tanaman pangan

8. Pencegahan dan 
pengendalian penyakit 
hewan menular dan 
kesmavet

kegiatan 1 1 1 8. Peningkatan SDM 
pertanian/kehutanan/perikanan

9. Pemberdayaan penyuluh 
pertanian/kehutanan/perikanan

10. Peningkatan kerjasama dalam 
usaha kemitraan 
pertanian/kehutanan/perikanan

11. Pemanfaatan potensi 
sumberdaya 
pertanian/kehutanan/perikanan

12. Pembinaan dan penertiban 
hasil 
pertanian/kehutanan/perikanan

13. Pengembangan sistem 
penyuluhan 
pertanian/kehutanan/perikananpertanian/kehutanan/perikanan

14. Pengembangan budidaya 
pertanian/kehutanan/perikanan

 3. Peningkatan 
pendapatan daerah 

 1. Peningkatan 
Pendapatan Asli 
Daerah (PAD)

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi 
pendapatan asli daerah (PAD)

2. Perintisan dan pendirian 
perusahaan daerah

3. Pengendalian, monitoring dan 
evaluasi penerimaan 
pendapatan daerah

4. Sosialisasi dan pembinaan 
wajib pajak

2. Peningkatan 
pendapatan dana 
perimbangan

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi 
pendapatan dana perimbangan

2. Intensifikasi dan ekstensifikasi 
pajak provinsi
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2. 6. 1. panjang jalan 
keseluruhan

km 650,94 650,94 650,94  1.  1. 1. Pembangunan jalan dan 
jembatan

2. panjang jalan kondisi 
baik

km 375 400 425 2. Rehabilitasi / pemeliharaan 
jalan dan jembatan

3. jumlah jembatan 
keseluruhan

unit 110 110 110 3. Tanggap darurat jalan dan 
jembatan

4. jumlah jembatan kondisi 
baik

unit 109 109 110 4. Pembangunan sistem 
informasi/data base jalan dan 
jembatan

5. panjang irigasi 
keseluruhan

km 31,9 31,9 31,9 5. Peningkatan sarana dan 
prasarana kebinamargaan

6. irigasi kondisi baik km 14,36 14,99 15,95 6. Peningkatan jalan dan 
jembatan

7 jumlah terminal angkitan 
penumpang

unit                 2                  2                  2 7. Pembangunan saluran 
drainase/gorong-gorong

8 Jumlah Terminal 
Angkutan Penumpang 
dalam Kondisi Baik

unit                 2                  2                  2 8. Rehabilitasi / pemeliharaan 
saluran drainase/ gorong-
gorong

9 Jumlah Keseluruhan 
Prasarana dan Fasilitas 

9. Pembangunan / rehabilitasi/ 
pemeliharaan trotoar

Pembangunan dan 
peningkatan 
sarana dan 
prasarana wilayah  

Terjaminnya sarana 
penunjang 
infrastruktur yang 
baik dan layak untuk 
mendorong 
pertumbuhan dan 
pemerataan 
ekonomi masyarakat

Peningkatan 
prasarana, sarana 
jalan dan jembatan

Pembangunan dan 
peningkatan kualitas 
sarana dan prasarana 
wilayah 

a. PJU unit          2.808           3.108           3.158 10. Pembangunan Prasarana dan 
Fasilitas Perhubungan

b. Alat Pemberi Isyarat 
Lalu Lintas (APILL)

Lokasi               50                50                50 11. Rehabilitasi dan pemeliharaan 
prasarana dan fasilitas LLAJ

c. Rambu unit          1.111           1.209           1.209 12. Peningkatan pelayanan 
angkutan

d. Marka Jalan m2          9.070           9.676           9.676 13. Peningkatan dan Pengamanan 
Lalu Lintas

10 Jumlah Keseluruhan 
Prasarana dan Fasilitas 
LLAJ  dalam Kondisi 
Baik:

14. Peningkatan kelaikan 
pengoperasian kendaraan 
bermotor

a. PJU unit          2.360           2.610           3.010 15. Peningkatan pelayanan lalu 
lintas

b. Alat Pemberi Isyarat 
Lalu Lintas (APILL)

Lokasi               49                50                50 16. Peningkatan optimalisasi 
perhubungan

c. Rambu unit          1.091           1.179           1.189  2. 1. Perencanaan tata ruang dan 
tata bangunan (tata kota)

d. Marka Jalan m2          8.574           9.074           9.574 2. Pemanfaatan ruang

Peningkatan 
prasarana, sarana 
publik, pemukiman dan 
tata ruang
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11 Jumlah Keseluruhan 
Peralatan Pengujian 
Kendaraan Bermotor

jenis               10                10                10 3. Pengendalian dan pemanfaatan 
ruang

12 Peralatan Pengujian 
Kendaraan Bermotor 
dalam Kondisi Baik

%             100              100              100 4. Pengelolaan areal pemakaman

5. Peningkatan kualitas 
lingkungan permukiman

6. Pembangunan infrastruktur 
perdesaan

7. Perbaikan perumahan akibat 
bencana alam/sosial

8. Pembinaan dan 
pengembangan bidang 
ketenagalistrikan

9. Lingkungan sehat perumahan

3. 1. Pengembangan dan Pembangunan dan 
pengelolaan jaringan irigasi 
dan jaringan pengairan lainnya

2. Penyediaan dan perbaikan 
infrastruktur 
pertanian/kehutanan/perikanan

3. Penyediaan dan perbaikan 
sarana/prasarana pemasaran 
hasil produksi 
pertanian/kehutanan/perikanan

 4. 1. Pengembangan kinerja 
pengelolaan persampahan

2. Pengendalian pencemaran dan 
perusakan lingkungan hidup

3. Perlindungan dan konservasi 
sumber daya alam

4. Rehabilitasi dan pemulihan 
cadangan sumber daya alam

Pembangunan dan 
peningkatan prasarana 
dan sarana lingkungan 
hidup

peningkatan prasarana 
dan sarana pertanian
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5. Peningkatan kualitas dan akses 
informasi sumber daya alam 
dan lingkungan hidup

6. Peningkatan pengendalian 
polusi

7. Pengendalian kebakaran hutan

8. Pengelolaan ruang terbuka 
hijau (RTH)

9. Pembinaan dan pengawasan 
bidang pertambangan

10. Pengawasan dan penertiban 
kegiatan rakyat yang 
berpotensi merusak lingkungan

11. Pengendalian banjir
12. Optimalisasi sumber daya alam 

dan lingkungan hidup

13. Rehabilitasi pasca bencana 
alam

14. Rehabilitasi hutan dan lahan

15. Peningkatan kesiagaan dan 
pencegahan bahaya kebakaran

16. Pengembangan kinerja 
pengelolaan air minum dan air 
limbah



III. : MEWUJUDKAN KESEDERAJATAN SOSIAL DAN BUDAYA 

2010 2011 2012

4

1. 1. 1. Angka Partisipasi Kasar 
(APK)

 1. Peningkatan kualitas 
pendidikan

 1. Peningkatan dan 
pemerataan pendidikan 

1. Pendidikan anak usia dini

usia 4-6 tahun %        60,00         65,00        70,00 2. Wajib belajar pendidikan dasar 
sembilan tahun dan dua belas 
tahun

- SD/MI dan sederajat (7-
12 Th)

%        99,40         99,60        99,80 3. Pendidikan menengah

- SMP/MTs dan sederajat 
(13-15 Th)

%        99,00         99,50      100,00 4. Pendidikan non formal

- SMA/MA/SMK dan 
sederajat  (16-18)

%        86,00         88,00        90,00 5. Manajemen pelayanan 
pendidikan

2. Terwujudnya 
pendidikan pesantren
sebagai basis sentral 
kultur

2. Angka Partisipasi Murni 
(APM)

6. Pengembangan budaya baca 
dan pembinaan perpustakaan

- SD/MI dan sederajat (7-
12 Th)

%        99,00         99,25        99,50  2. Peningkatan kualitas 
tenaga pendidik

1. Peningkatan mutu pendidik dan 
tenaga kependidikan

- SMP/MTs dan sederajat 
(13-15 Th)

%        92,00         93,50        95,00 

- SMA/MA/SMK dan 
sederajat  (16-18)

%        70,50         71,75        73,00 

3. Angka Putus Sekolah 

SD /MI %          0,01           0,01  0 

SMP / MTs %          0,80           0,70          0,60 

SMA / MA / SMK %          0,80           0,70          0,60 

4. Angka Melanjutkan

SD /MI %        97,00         98,00        99,00 

SMP / MTs %        97,00         98,00        99,00 

5. Angka Mengulang 

SD /MI %          5,00           4,80          4,50 

Indikator Sasaran

2

Menciptakan 
Sumber Daya 
Manusia yang 
berkualitas dan 
bermoral

31

Terjaminnya hak-hak 
masyarakat atas 
pendidikan yang 
layak

KEBIJAKANSTRATEGI

876

PROGRAM

MISI - 3

Uraian Sasaran

5

Satuan 
TUJUAN

SASARAN

Target
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SMP / MTs %          0,70           0,60          0,50 

SMA / MA / SMK %          0,80           0,70          0,60 

6. Lulusan

SD /MI %        99,50         99,75      100,00 

SMP / MTs %        99,50         99,75      100,00 

SMA / MA / SMK %        99,50         99,75      100,00 

7. Rata-rata UASBN/UN

SD /MI rata-rata          7,30           7,40          7,50 

SMP / MTs rata-rata          6,70           6,80          6,90 

SMA / MA / SMK rata-rata          7,20           7,30          7,40 

8. Tenaga Pendidik 
Berkualifikasi ≥ S.1

TK / RA %        12,00         14,00        16,00 

SD /MI %        40,00         50,00        60,00 

SMP / MTs %        80,00         85,00        90,00 

SMA / MA / SMK %        90,00         95,00      100,00 

9. Tenaga Pendidik 
Bersertifikasi (Profesional 
)

TK / RA %          7,50         10,00        12,50 

SD /MI %        30,00         40,00        50,00 

SMP / MTs %        40,00         50,00        60,00 

SMA / MA / SMK %        45,00         55,00        65,00 

10. Rasio Siswa dan Guru :

TK / RA rasio  7:1  6:1  5:1 

SD /MI rasio  20:1  20:1  20:1 

SMP / MTs rasio  14:1  14:1  14:1 

SMA / MA / SMK rasio  11:1  11:1  11:1 

11. Rasio Siswa dan 
Rombongan Belajar:
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TK / RA rasio  21:1  18:1  15:1 

SD /MI rasio  32:1  32:1  32:1 

SMP / MTs rasio  37:1  36:1  35:1 

SMA / MA / SMK rasio  37:1  36:1  36:1 

12. Rasio  Rombongan 
Belajar  dan Ruang 
Kelas:

TK / RA rasio  1:1  1:1  1:1 

SD /MI rasio  1:1  1:1  1:1 

SMP / MTs rasio  1:1  1:1  1:1 

SMA / MA / SMK rasio  1:1  1:1  1:1 

13. Ruang Kelas yang rusak:

TK / RA %        21,50         21,50        21,00 
SD /MI %        32,00         30,00        27,00 

SMP / MTs %        28,00         27,75        27,50 

SMA / MA / SMK %        19,00         18,75        18,50 

14. Rasio Murid terhadap 
Buku Pokok:

SD /MI rasio  1:6  1:7  1:8 

SMP / MTs rasio  1:9  1:10  1:12 

SMA / MA / SMK rasio  1:8  1:9  1:11 

15. Rasio  Perpustakaan  
dan Sekolah:
SD /MI rasio  1:1  1:1  1:1 

SMP / MTs rasio  1:1  1:1  1:1 

SMA / MA / SMK rasio  1:1  1:1  1:1 

16. Rasio  Laboratorium  dan 
Sekolah:
SMP / MTs rasio  1:1  1:1  1:1 

SMA / MA / SMK rasio  2:1  2:1  2:1 

17. Sekolah berkualifikasi 
SSN:
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SD /MI sekolah                -                - 1

SMP / MTs sekolah 3 4 5

SMA / MA / SMK sekolah                - 1 2

18. Sekolah berkualifikasi 
SBI:
SMP / MTs sekolah                -                - 1

SMA / MA / SMK sekolah                -                - 1

19. Rata - rata lama sekolah Tahun        10,00         11,79        12,10 

20. Angka Melek Huruf persentase        99,57         99,62        99,68 

21. Adanya Peningkatan 
kualitas tenaga 

orang        4.000         4.050        4.100 

3. Terjaminnya derajat 
kesehatan 

1 Cakupan Kunjungan ibu 
hamil K4

%        81,00         84,00        87,00  2. Peningkatan kualitas 
kesehatan

 1. Peningkatan kesehatan 
masyarakat yang 

f f

1. Upaya kesehatan masyarakat

2 Cakupan Komplikasi 
kebidanan yg ditangani

%        70,00         72,00        74,00 2. Perbaikan gizi masyarakat

3 Cakupan pertolongan  
persalinan oleh tenaga 
kesehatan yang memiliki 
kompetensi kebidanan

%        80,00         82,00        84,00 3. Pencegahan dan 
penanggulangan penyakit 
menular

4 Cakupan Pelayanan 
Nifas

%        79,00         82,00        84,00 4. Promosi kesehatan dan 
pemberdayaan masyarakat

5 Cakupan Neonatus 
dengan komplikasi yg 
ditangani

%        80,00       100,00      100,00 5. Pengembangan lingkungan 
sehat

6 Cakupan Kunjungan bayi %        90,00         92,00        95,00 6. Pelayanan kesehatan penduduk 
miskin

7 Cakupan Desa/Kelurahan
Universal Child 
Immunization (UCI)

%        80,00         85,00        90,00 7. Kemitraan peningkatan 
pelayanan kesehatan

8 Cakupan  Pelayanan 
Anak balita

%        90,00         92,00        95,00 8. Peningkatan pelayanan 
kesehatan anak
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9 Cakupan Pemberian 
Makanan Pendamping 
ASI pada anak usia 6-24 
bulan keluarga miskin

%      100,00       100,00      100,00 9. Peningkatan pelayanan 
kesehatan lansia

10 Cakupan Balita Gizi 
Buruk mendapat 
perawatan

%      100,00       100,00      100,00 10. Pengawasan dan pengendalian 
kesehatan makanan

11 Cakupan Penjaringan 
Kesehatan siswa SD dan 
setingkat

%      100,00       100,00      100,00 11. Peningkatan keselamatan ibu 
melahirkan dan anak

12 Cakupan Peserta KB 
Aktif

%        70,00         72,00        73,00 12. Obat dan perbekalan kesehatan

13 Cakupan Penemuan dan 
Penanganan Penderita 
Penyakit Acute Flacid 
Paralysis (AFP) rate per 
100.000 penduduk < 15 
tahun

 2/100.000 
Jumlah 
penduduk 
umur < 15 
tahun (4 
kasus) 

 18 kasus  2/100.000 
Jumlah 
penduduk 
umur < 15 
tahun (4 
kasus) 

 2/100.000 
Jumlah 
penduduk 
umur < 15 
tahun (4 
kasus) 

13. Standarisasi Pelayanan 
Kesehatan

14 Cakupan Penemuan 
Penderita Pneumonia 
Balita

%      100,00  2. Peningkatan sarana dan
prasarana kesehatan

1. Pengadaan, peningkatan dan 
perbaikan sarana dan prasarana 
kesehatan

15 Cakupan  Penemuan 
Pasien baru TB BTA 
positif

%      100,00 2. Pemeliharaan sarana dan 
prasarana kesehatan

16 Cakupan Penderita DBD 
yang ditangani

%      100,00       100,00      100,00 

17 Cakupan Penemuan 
Penderita Diare

%      100,00 

18 Cakupan Pelayanan 
Kesehatan Dasar Pasien 
Masyarakat Miskin

%

19 Cakupan Pelayanan 
Kesehatan Rujukan 
Pasien Masyarakat 
Miskin

%
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20 Cakupan Pelayanan 
Gawat Darurat Level 1 
yang harus diberikan 
sarana kesehatan (RS) di 
Kabupaten/Kota

%

21 Cakupan Desa/Kelurahan
mengalami KLB yang 
dilakukan Penyelidikan 
Epidemiologi < 24 Jam

%      100,00       100,00      100,00 

22 Cakupan Desa Siaga 
Aktif

%        18,90         35,00        46,25 

4 Terciptanya sistim 
sosial yang tertib, 
rukun, adil dan 
sejahtera

1 Keluarga sejahtera  1.  Penanggulangan 
kemiskinan daerah 

 1.  Penangulangan 
kemiskinan  

1. Pemberdayaan fakir miskin, dan 
penyandang masalah 
kesejahteraan sosial (PMKS) 
lainnya

Keluarga Pra KS (alasan 
ekonomi)

KK        4.873         4.751        4.632 

Keluarga KS I (alasan 
ekonomi)

KK      43.674       42.582      41.517 

5 Terjaminnya 
masyarakat atas 

Rumah Tidak Layak Huni        7.400         7.250        7.150 2. Pelayanan dan rehabilitasi 
kesejahteraan sosial

3. Pembinaan anak terlantar

4. Pembinaan para penyandang 
cacat dan trauma

5. Pembinaan panti asuhan/ panti 
jompo

6. Pembinaan eks penyandang 
penyakit sosial (eks narapidana

7. Pemberdayaan Kelembagaan 
Kesejahteraan Sosial

8. Pencegahan dini dan 
penanggulangan korban 
bencana alam

9. Pemberdayaan masyarakat 
perdesaan



2010 2011 2012

4

Indikator Sasaran

2 31

KEBIJAKANSTRATEGI

876

PROGRAM
Uraian Sasaran

5

Satuan 
TUJUAN

SASARAN

Target

10. Penanggulangan kemiskinan 
perkotaan

6. 1. tingkat partisipasi 
angkatan kerja

indeks  2.  Peningkatan 
kesempatan kerja 

1. Peningkatan kesempatan kerja

2. pengangguran terbuka persentase              13             10 2. Perlindungan pengembangan 
lembaga ketenagakerjaan

3 jumlah pencari kerja jumlah        9.084         9.500      10.000 3. Peningkatan kualitas dan 
produktivitas tenaga kerja

7. 1 fasilitasi pemberian kredit kegiatan               7               7               7  2.  1. 1. Penataan administrasi 
kependudukan

2. Transmigrasi regional

 2. Peningkatan keluarga 
berencana dan 
sejahtera 

1. Keluarga berencana

2. Peningkatan pelembagaan 
keluarga kecil berkualitas

3. Ketahanan dan pemberdayaan 
keluarga

4. Kesehatan reproduksi

5. Pelayanan kontrasepsi

 3.  Pengembangan 
kebudayaan, 
pariwisata dan olah 

 1.  Pengembangan 
kebudayaan dan 
pariwisata 

1. Pelestarian nilai-nilai 
kepahlawanan/ bersejarah

2. Pengembangan nilai budaya

3. Pengelolaan kekayaan budaya

4. Pengelolaan keragaman budaya

Terwujudnya 
pemberian kredit 
lunak terhadap 
potensi tenaga kerja 
terdidik untuk 
melakukan usaha 
mandiri

 Penataan data 
kependudukan dan 
keluarga berencana 

Penataan data 
kependudukan dan 
transmigrasi

Tercapainya 
minimalisasi angka 
pengangguran
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5. Pengembangan kerjasama 
pengelolaan kekayaan budaya

6. Pengembangan destinasi 
pariwisata

7. Pengembangan kemitraan 
pariwisata

8. Pengembangan pemasaran 
pariwisata

 2. Pengembangan olah 
raga dan kepemudaaan

1. Pembinaan dan 
pemasyarakatan olahraga

2. Peningkatan peran serta 
kepemudaan

3. Peningkatan prestasi olahraga 
dan generasi muda

4. Peningkatan sarana dan 
prasarana olahraga

WALIKOTA TASIKMALAYA

H. SYARIF HIDAYAT
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